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ABSTRAK

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam
melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir
ini, dengan mengklaim harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang
tertarik untuk membelinya, meski sebagian penipuan bisnis online sudah terkuak,
namun penindakan oknum tehadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai
ranah hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk
melaporkan kepada penegak hukum sedangkan tindak pidana penipuan
dikategorikan sebagai delik biasa. Tetapi penegak hukum tetap tidak bisa brtindak
kalua belum ada laporan dari korban, karena harus ditemukan alat bukti.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu
penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian
lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku
di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam
penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
memperoleh gambaran (deskripst), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku
di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penegakan hukum
tindak pidana penipuan dalam jual-beli kendaraan bermotor melalui media online
yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan tugas dan kewajiban dari kepolisian itu sendiri salah satunya melakukan
penyidikan. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam jual beli
kendaraan bermotor melalui media online adalah serangkaian tindakan penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus
penipuan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media
online yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan
pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana. Kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan
dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online yaitu kendala yang
terjadi Minimnya alat bukti yang dimiliki korban dalam melakukan transaksi online
yang mana penjual tidak dikenal secara nyata. Sulitnya melacak pelaku kejahatan
penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang
palsu atau juga meminjam identitas orang lain, Sulitnya membuka rekening pelaku
karena perijinan birokrasi bank, Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik
dengan operator selular ataupun internet service provider. Dengan berbagai macam
kendala yang dihadapi pihak kepolisian Polda jateng mempunyai solusi yaitu
berkerja sama dengan pihak pihak terkait seperti bank dan internet provider serta
melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan
transasi jual beli kendaraan melalui media online..

Kata Kunci : Online; Penegakan Hukum; Penipuan; Kendaraan Bermotor.
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ABSTRACT

Online business does make it easier for fraudsters to carry out their actions.
Fraud with the mode of sale via the internet lately, by claiming low prices on the
market so that many people are interested in buying it, although some online
business fraud has been revealed, but many people have not yet reached the realm
of law. This is because victims of online fraud are reluctant to report to law
enforcement while fraud is categorized as an ordinary offense. But law enforcement
still cannot act if there is no report from the victim, because evidence must be found.

The research method uses a sociological juridical approach. namely a
research in which the research emphasizes the science of law and field research,
but besides that it also links the legal principles that apply in society. The
specification of legal research that will be used in this paper is descriptive research,
namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation in
force in a particular place.

Based on the results of the research, it can be concluded that law enforcement
is a crime of fraud in buying and selling motorized vehicles through online media,
namely by implementing laws and regulations related to the duties and obligations
of the police themselves, one of which is conducting investigations. Investigation
into a criminal act of fraud in buying and selling motorized vehicles through online
media is a series of investigative actions to search for and collect evidence with
that evidence to make clear the crime that occurred and to find the suspect in a
fraud case of criminal fraud in buying and selling motorized vehicles through the
media. online, namely by way of arrest, search, detention, confiscation and
examination of letters according to the provisions in Chapter V of the Criminal
Procedure Code. Obstacles and solutions 'in Enforcing the Law of Fraud in the
Buying and Selling of Motorized Vehicles through Online Media, namely the
obstacles that occur in the lack of evidence that the victim has in carrying out online
transactions where the seller is not known in real terms. It is difficult to track
perpetrators of online fraud because perpetrators usually use fake identities or also
borrow other people's identities. It is difficult to open perpetrators' accounts due to
bank bureaucratic licensing. Investigators lack maximum coordination with
cellular operators or internet service providers. With the various kinds of obstacles
faced by the police, the Central Java Regional Police have a solution, namely
working with related parties such as banks and internet providers and conducting
socialization to the public so that they are careful in making vehicle buying and
selling transactions through online media.

Keywords : Online; Law Enforcement; Fraud; Motor Vehicle
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat
penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain yang secara
berjauhan, namun,. seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat.
Kehadiran. media sosial juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari
mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang
pengguna yang ingin,. mempublikasikan karyanya. agar dapat diketahui orang
lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat di
pertukarkan. Media sosial juga, sudah banyak berperan dalam bidang ekonomi
dan perdagangan dengan kemampuannya mendukung kegiatan pemasaran
produk sampai pada kegiatan jual beli.t

Ketika internet, telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat proses
jual beli melali internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya
konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah
merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual
beli online/bisnis online, disebut e-commerce atau elektronik commerce pada
dasarnya bagian dari elektronik business.?Peberadaan e-commerce merupakan
alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini karena e-commerce

memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan

1 Agus Rusmana, Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial, Vol.3 No.2, Desember
2015, hal.187-188.

2 Niniek Suparni, Cyberspace Probelamtika & Antisipasi Pengaturannya, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009, hal. 28



pihak pembeli di dalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di
dunia yang berbeda.®

Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam
melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-
akhir ini, dengan mengklaim harga murah di pasaran sehingga membuat banyak
orang tertarik untuk membelinya, meski sebagian penipuan bisnis online sudah
terkuak, namun penindakan oknum tehadap tindakan tersebut banyak yang
belum sampai karena hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online
enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum sedangkan tindak pidana
penipuan dikategorikan sebagai delik biasa. Hukum merupakan keseluruhan
peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan Bersama yang
dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi
dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakan.* Penegakan
hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan
bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana
kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi
hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini
maka akan ditegakan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai
berikut: Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan

diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama

3 Ibid, hal.29
4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Grafika Indah, Jakarta, 1996, hal.30



palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian
kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016: Setiap orang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita ohong dan menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan
adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan
dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bankdan hanya menunggu
beberapa saat hingga barang itu tiba. Di zaman ketika internet telah menjadi
kebutuhan bagi sebagiann masyarakat, proses jual-beli melalui internet sudah
tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu
seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi sudah merambah ke masyarakat golongan
menengah kebawah. Proses jual-beli melalui internet ini lazim disebut e-
commerce atau elektronic commerce atau ED, EC pada dasarnya adalah bagian
dari elektonic business. E-commerce merupakan suatu kontak transaksi
perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet,
dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran
dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan
alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena
e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua bela pihak yaitu pihak
penjual (merchant) dan pihak pembeli (buyer) didalam melakukan transaksi

perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan e-



commerce setiap transaksi yang dilakukan kedua bela pihak yang terlibat
(penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka
untuk melakukan negosiasi.”

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat
menimbulkan berbagai isu dalam penyelesaian tindak pidana di bidang
teknologi informasi. Kondisi paper-less ini menimbulkan masalah dalam
pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara
elektronik. Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk
melakukan berbagai jenis transaksi elektronik dimana saja dapat menyulitkan
aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang
sebenarnya. Eksistensi alat bukti elekironik tersebut dapat diterima di
persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik penting dalam
beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkan undang-undang nomor 19
tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi
informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri
bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk
dapat menyesuaikan dengan perubahan social yang terjadi. Perubahan-
perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu
berlangsung Bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan
hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainya dari
masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena

5 Zulkifli damanik, Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce),
Skripsi Pada Universitas Simalungun, Pematangsiantar,2012, hal. 42



pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan
jasa internet mengundang untuk terjadinay kejahatan. Dengan meningkatnya
jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna
teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari
teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari
pelaku kejahatan cyber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang
mengaturnya. Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, aparat hukum
menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia cyber

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau
diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin
canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara
melakukan modus operandi maupun alat yang digunakannya. Oleh karenanya
perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan melalui media
online ini serta peraturan apa saja yang digunakan untuk upaya
penanggulanganya oleh aparat penegakan hukum

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis
tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan
dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL-BELI KENDARAAN

BERMOTOR MELALUI MEDIA ONLINE”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan



masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1.Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli
Kendaraan Bermotor melalui Media Online ?

2. Apa kendala serta solusi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan
dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online ( Studi kasus
di Polda Jawa Tengah) ?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah

penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam

Jual-Beli Kendaraan Bermotor melalui Media Online.

2. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam melakukan Penegakan
Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor
melalui Media Online ( Studi kasus di Polda Jawa Tengah).

. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang positif, adapun
manfaat yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai
berikut:

1. Secara Teoritis

a Dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian



2.

selanjutnya

Secara Praktisi

a. Dapat memberikan pandangan dan pemikiran terhadap masyarakat yang
membutuhkan pencerahan dalam perkara tindak pidana penipuan dalam

jual beli kendaraan bermotor melalui media online.

b. Sebagai bahan masukan terkait dengan adanya perkara tindak pidana

penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online

E. Terminologi

1.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum. secara nyata sebagai pedoman
prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan
hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan
sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide
tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial
menjadi kenyataan.® Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk
mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian
hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian

hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap

® Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1987, hal.15



hubungan hukum.’

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah
artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau dibidang
represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif
maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah
Belanda rechtshanhaving. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang
sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa
pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance,
yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa
pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut law compliance,
yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat
jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.®

2. Tindak Pidana Penipuan

Secara etimologi, penipuan berasal dari kata tipu atau suatu perbuatan
maupun perkataan yang tidak jujur dalam kata lain dapat pula diartikan
sebagai suatu perbuatan maupun perkataan mengandung kebohongan atau
kepalsuan dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali ataupun mencari
keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak tertentu®

Tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) diatur dalam Pasal 378-395 KUHP yang termuat dalam Buku 11

" Peter Mahmud, Marzuki. Pengantar llmu Hukum. Kencana Prenada. Jakarta. 2012.
hal.15

8 Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, Surabaya, Grafika Indah,
2005, hal. 2

® Widjajono Moestadjab, Trik Menghindari Penipuan,Graha Mandiri Prakarsa, Surabaya,
2009, hal. 1



Bab XXV. Pada bab XXV ini penipuan juga disebut dengan istilah
Bedrogkarena dalam bab ini mengatur sejumlah perbuatan yang berkaitan
dengan garta benda. Yang mana oleh pelaku telah digunakan sebagai upaya
untuk menipu.°
3. Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik untuk pergerakkannya, dan digunakan untuk transportasi
mdarat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran
dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik
hibrida ndan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor
memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan
bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor,
kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat.!*
4. Media Online
Media Online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online
melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet.
Berisikan teks, suara, foto dan video.
Pengertian media online secara umum mencakupi semua jenis situs
website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs

lembaga/instansi, blog, forum komunitas, media sosial situs jualan (e-

10°p, A. F Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana Insonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997, hal. 262

11 https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor diakses pada tanggal 10 November
2022 pukul 21.15
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https://id.wikipedia.org/wiki/Motor_listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_listrik_hibrida
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_listrik_hibrida
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hibrida_plug-in&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Roda
https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
https://id.wikipedia.org/wiki/Bus
https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_off-road
https://id.wikipedia.org/wiki/Truk
https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor

commerce/online store) dan aplikasi chattingan.*?
F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan Penelitian
Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis

sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan
pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah
hukum vyang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada
suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.*3

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukan penelitian bersifat deskriptif

analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan
kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek
yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskritif merupakan salah satu jenis
penilitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai
suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah
variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini
adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Penegakan Hukum Tindak
Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media

Online

12 https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/ diakses pada tanggal 10
November 2022 pukul 21.18

13 Ronny Hanitijo Soemitro, 2005, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, hal. 97
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3. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder.
a. Data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh pengumpul data secara
langsung dilapangan.Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama
dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.
Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
wawancara bebas terpimpin. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan
terlebih dahulu dan kemudian menanyakan ke narasumber dengan
keadaan non formal.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 yaitu:
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
terdiri dari:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
¢) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

d) Undang - undang terkait dengan yang lainnya.
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4,

2) Bahan Hukum Sekunder, vyaitu bahan hukum yang
memberikanpenjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri
dari:

a) Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian ini;

b) Laporan hasil penelitian yang terkait dengan Penegakan
Hukum Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Kendaraan
Bermotor melalui Media Online;

c) Dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus tersebut;

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, yang terdiri dari:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
b) Kamus Hukum
c) Surat kabar atau majalah.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya
pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara
pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan

menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.
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Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat
Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang
didapat.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang
dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-
data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait
yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
c. Wawancara
Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan
metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan.
\Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini
bekerja sama dengan Kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
5. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis kualitatif,
yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan
semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan
permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil simpulan dengan
menggunakan metode dedukatif, yaitu proses penarikan simpulan yang

dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat
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khusus mengenai pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti,
mencocokan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu
digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara
dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara
mengelompokan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.
G. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini,
penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar
Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian,
Sistematika Penulisan.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Hal — hal yang diuraikan dalam Bab Il antara lain
meliputi:
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum dan
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana danPenipuan
serta
C. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli Dalam Islam
BAB I11 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian

yang dilakukan terhadap kajian hukum, Penegakan
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hukum tindak pidana penipuan dalam jual-beli
kendaraan bermotor melalui media online dan kendala
serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana
penipuan dalam jual-beli kendaraan bermotor melalui
media online.
BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan
jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas serta

saran masukan Rekomendasi penulis hasil penelitian
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1.

Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi
kenyataan.Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses
perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Penegakan hukum merupakan
usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang
diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan
suatu proses yang melibatkan banyak hal .4

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai
penyelenggaraan hukum oleh petugas pene